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Abstrak 

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui fungsi legislatif desa pasca reformasi. 

Berdasarkan data sejarah serta telaah kritis atas UU No. 22/1999 tentang 

Pemerintahan Daerah, UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan UU 

No. 6/2014 tentang Desa, dapat disimpulkan bahwa fungsi legislatif desa pasca 

reformasi mengalami pasang surut. BPD 1999 memiliki fungsi yang demikian 

dominan, sehingga pemerintahan desa berjalan timpang. Fungsi BPD 2004 

dipreteli sedemikian rupa, sehingga eksekutif desa bisa menjalankan kehendaknya 

tanpa adanya pengawasan. Adapun BPD 2014 dibekali dengan fungsi kontrol, 

sehingga diharapkan mekanisme checks and balances di pemerintahan desa bisa 

diwujudkan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa fungsi BPD 1999 sangat 

dominan, fungsi BPD 2004 mengalami penurunan, sedangkan fungsi BPD 2014 

diletakkan secara berimbang. 

 

Kata kunci: fungsi, BPD. 

 

Abstract 

This paper aims to determine the function of village legislative at post-reform. 

Based on historical data as well as critical analyzes of UU No. 22/1999 tentang 

Pemerintahan Daerah, UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, and UU 

No. 6/2014 tentang Desa, it can be concluded that the function of village 

legislative at post-reform is ups and downs. BPD 1999 has such a dominant 

function, so that the village government is unbalanced. The function of BPD 2004 

is stripped down, so that the village executive can run his will without any 

supervision. The BPD 2014 is equipped with control function, so that the expected 

mechanism of checks and balances in village governance can be realized. Thus, it 

can be said that the function of BPD 1999 is dominant, the function of BPD 2004 

decreased, while the function of BPD 2014 is placed in a matched.  
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A. PENDAHULUAN 

Desa merupakan kawasan di mana di dalamnya tersimpan bergelimang 

kekayaan alam yang luar biasa, seperti air, tanaman, hutan, tambang, dan lain-

lain.
2
 Dahulu kala, sumber daya alam yang tersedia di desa digunakan oleh 

penduduk setempat untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, tanpa harus 

melakukan eksploitasi yang membawa dampak buruk.  

Sayangnya, Pemerintahan Orde Lama dan Orde Baru bercorak sentralistis, 

sehingga kurang memberikan perhatian dan tempat yang layak bagi desa. Bahkan, 

hak-hak desa yang semestinya disalurkan justru dikebiri oleh beberapa 

kepentingan.  

Pelemahan terhadap demokrasi desa dilakukan oleh pemerintah dengan 

menerbitkan UU 5/1979 tentang Pemerintahan Desa
3
, di mana masyarakat desa 

bukan diberdayakan (empowerment), melainkan lebih dibudidayakan/diperlemah.  

Gejala pelemahan yang bisa dilihat di antaranya yaitu fungsi mengatur 

(legislatif) pada desa semakin berkurang. Lembaga Musyawarah Desa (LMD) 

yang tercantum dalam undang-undang tersebut tidak menunjukkan adanya 

substitusi atau peningkatan keberadaan Rembug Desa.
4
  

Runtuhnya rezim Orde Baru tahun 1998 menjadi momen penting atas 

perombakan pemerintahan lokal. Pada era reformasi ini, desentralisasi, 

demokratisasi, dan pembentukan good governance diangkat menjadi isu utama 

perubahan politik negara. Bukan saatnya lagi daerah diatur-atur sedemikian rupa 

                                                           
 

2
 Heri Kusmanto, et. al., Desa Tertekan Kekuasaan, Cetakan Pertama, Medan: Bitra 

Indonesia, 2007, hlm. iv. Peneliti sengaja mengutip pengertian desa secara umum dengan 

pertimbangan bahwa dalam konteks ini, pengertian-pengertian lain tentang desa kurang mampu 

menggambarkan realitas sosial sesungguhnya. Definisi desa berdasarkan undang-undang, 

misalnya, ternyata lebih merefleksikan kondisi politik yang terjadi. Tarik ulur kepentingan dalam 

proses legislasi memiliki implikasi serius terhadap produk undang-undang. Dengan demikian, 

boleh jadi, definisi desa, dalam satu undang-undang lebih berpihak pada penguasa, sedangkan 

dalam undang-undang lain merepresentasikan kepentingan rakyat. Sebagai contoh, definisi desa, 

dalam UU/6 2014 tentang Desa menjadikan desa berfungsi ganda: self-governing community dan 

local self government, karena lahir dari desakan dan tuntutan masyarakat desa yang semakin kritis. 

Sedangkan dalam UU/1979 tentang Pemerintahan Desa, desa diposisikan sebagai local state 

government. Hal ini disebabkan undang-undang UU/1979 diterbitkan pada masa pemerintahan 

otoriter yang cenderung mengatur desa dengan skema top-down. Bandingkan pengertian desa yang 

dikutip peneliti dengan beberapa literatur lain, seperti: “…..kelompok solider yang mempunyai 

kepekaan tinggi terhadap identitas kolektif”. Prasenjit Duara, Culture, Power, and the State: Rural 

North China, 1900-1942, Cetakan Pertama, California: Stanford University Press, 1988, hlm. 208. 

“gabungan dari relasi-relasi interpersonal dan praktek-praktek kebudayaan….” Erna Melanie 
DuPuis, Peter Andergeest (ed), Creating the Countryside: The Politics of Rural and Enviromental 

Discourse, Cetakan Pertama, Philadelphia: Temple University Press, 1996, hlm. 289. atau 

“kelompok utama yang memerankan diri sebagai kontrol sosial….” Adrian C. Mayer, Caste and 

Kinship in Central India: A Village and Its Region, Cetakan Kelima, California: University of 

California Press, 1973, hlm. 269. Meskipun sebagian literatur di atas bersifat “case study” (di 

beberapa negara), peneliti menganggap pengertian-pengertian desa di dalamnya perlu dijadikan 

bahan perbandingan dengan literatur-literatur di Indonesia yang berbicara tentang desa. 
3
 LN 1979 No.56, TLN No. 3153 

4
 Taliziduhu Ndraha, Pembangunan Masyarakat: Mempersiapkan Masyarakat Tinggal 

Landas, Cetakan Kedua, Jakarta: Rineka Cipta, 1990, hlm. 158 
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oleh pemerintah pusat. Daerah berhak memperoleh kesempatan seluas-luasnya 

untuk mengembangkan dirinya sendiri, tanpa menunggu instruksi dari pemerintah 

pusat.  

Euforia pembebasan yang bergaung rupanya menjangkiti desa yang 

menuntut agar demokrasi lokal bisa dirasakan.
5
 Tuntutan masyarakat desa dijawab 

pemerintah pusat dengan menerbitkan UU 22/1999 tentang Pemerintahan 

Daerah,
6
 yang di dalamnya mengatur Badan Perwakilan Desa (BPD).

7
 Dalam 

Pasal 104 disebutkan, Badan Perwakilan Desa atau yang disebut dengan nama lain 

mempunyai beberapa fungsi, yaitu mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan 

Desa, menampung dan menyalurkan aspriasi masyarakat, serta melakukan 

pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.  

Selanjutnya Pasal 105 menuturkan: “(1) Anggota Badan Perwakilan Desa 
dipilih dari dan oleh penduduk desa yang memenuhi persyaratan. (2) Pimpinan 

Badan Perwakilan Desa dipilih dari dan oleh anggota. (3) Badan Perwakilan Desa 

bersama dengan Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa. (4) Pelaksanaan 

Peraturan Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.”     

Dengan Pasal di atas, terbuka arena baru bagi demokrasi desa. Kehadiran 

BPD  merupakan bentuk kritik terhadap keberadaan LMD, yang dinilai telah 

menutup secara perlahan-lahan pintu demokrasi di desa. Masyarakat, meskipun 

terbatas, ikut terlibat dalam pembentukan BPD. Berlainan dengan LMD di mana 

anggotanya ditunjuk langsung oleh lurah. Jika LMD merupakan lembaga 

korporatis yang dipimpin secara ex officio oleh kepala desa, sehingga 

dominasinya tampak begitu kentara. Adapun setelah lahirnya BPD, kepala desa 

diposisikan sebagai eksekutif yang terpisah dengan lembaga legislatif, yakni 

BPD.
8
 Jika LMD selalu di bawah kendali Kepala Desa, karena antara kekuasaan 

eksekutif dengan kekuasaan legislatif tidak terpisah, maka BPD merupakan 

                                                           
5
 Meski demokratisasi membawa angin segar, akan tetapi ia juga mempunyai imbas buruk, 

di antaranya yaitu sejumlah gerakan sosial berlomba-lomba untuk berubah menjadi gerakan politik 

praktis, yang lebih berorientasi pada kekuasaan. Sebagai misal, kelompok petani tembakau lokal di 

wilayah Klaten dan bekas Keresidenan Surakarta, di mana sebelumnya sudah terorganisir dengan 

rapi, justru buyar paska reformasi politik nasional memperkenankan kembali kebebasan 

berpendapat dan berserikat yang cenderung sangat liberal, antara lain, diperbolehkannya 

membentuk partai-partai lokal untuk diikutsertakan dalam pemilihan umum baik tingkat lokal 

maupun nasional. Banyak di antara aktivis serikat petani tembakau tersebut mencalonkan diri 

menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), bahkan sebagian dari mereka maju 

sebagai calon kepala pemerintahan daerah, terutama pada tingkat kabupaten, sehingga waktu dan 

potensi mereka pun akhirnya dikuras habis demi bersaing di kancah perpolitikan dan 

mengorbankan kepentingan kelompok. Lihat Nurhadi Sirimorok, Merdesa: Jatuh Bangun 

Membangun Desa, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Insist Press, 2010, hlm. 29-30 
6
 LN 1999 No.60, TLN No. 3839  

7
 Madekhan Ali, Orang Desa Anak Tiri Perubahan, Cetakan Pertama, Malang: Averroes 

Press, 2007, hlm. 99 
8
 Ade Chandra, et. al., Manifesto Pembaharuan Desa: Persembahan 40 Tahun STPMD 

“APMD”, Cetakan Pertama, Yogyakarta: APMD Press, 2005, hlm. 230 
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2014 bisa saja berpendapat bahwa pemerintah desa masih menjalankan tugasnya 

setengah hati. Kepala desa beserta perangkatnya belum menempatkan diri sebagai 

aparatur yang baik. Juga sebaliknya. Apabila terdapat sejumlah indikator 

ketertiban dan kesejahteraan di sebuah desa, maka amanah yang dipegang 

pemerintah desa memang benar-benar dilaksanakan dengan baik. Kepala desa 

beserta perangkatnya telah bekerja keras untuk mempersembahkan buah 

kinerjanya sebagai pertanggungjawaban mereka sebagai pemimpin masyarakat. 

Bahkan, dalam taraf tertentu, boleh dianggap mereka bersedia mewakafkan diri 

sebagai pengabdi masyarakat.  

Dengan adanya pasal ini, dapat diketahui adanya hubungan erat antara 

penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, 

pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Artinya, 

pemerintah desa dibebani oleh undang-undang untuk menyelenggarakan secara 

maksimal keempat urusan ini. Jadi, apabila satu urusan berjalan lancar, belum 

tentu urusan lain juga demikian. Maka bukan sebuah keanehan apabila misalnya 

BPD 2014 menilai pemerintah desa telah berhasil menyelenggarakan 

pemerintahan desa dengan maksimal. Akan tetapi, dalam melaksanakan 

pembangunan desa dianggap gagal, karena masih ditemukan kekurangan di sana-

sini. Atau bisa jadi pembinaan kemasyarakatan desa dianggap telah berjalan 

dengan baik, dengan bukti program penyuluhan diagendakan sebulan sekali. 

Namun, karena jumlah pengangguran masih banyak, SDA yang ada di desa juga 

belum dapat diolah, maka boleh dianggap pemberdayaan masyarakat desa oleh 

pemerintah desa belum membuahkan hasil.  

Dalam proses penilaian terhadap prestasi pemerintah desa inilah, BPD 

2014 diharapkan menjadi lembaga yang kritis. BPD 2014 harus berani 

mengatakan dengan jujur apakah pemerintah desa telah berhasil menunaikan 

amanahnya, gagal, atau berhasil dengan beberapa catatan. Karena dengan 

penilaian tersebut, pemerintah desa bisa mempertahankan prestasi, 

mengintropeksi diri serta berusaha memperbaiki kinerja di kemudian hari.  

Pemulihan fungsi kontrol pada BPD 2014 merupakan langkah yang tepat. 

Legislatif desa memang sangat membutuhkan fungsi ini dalam rangka 

menghindarkan kesewenangan yang dilakukan oleh pemerintah desa. Adapun 

mengayomi adat-istiadat memang sepantasnya tidak dikembalikan pada legislatif 

desa. Rasanya, pengalaman pada BPD 1999 tidak perlu terulang. Karena, 

berdasarkan pengalaman beberapa desa yang masih kental dengan adat lokalnya, 

fungsi ini tidak terlalu relevan karena adat bukanlah urusan parlemen lokal yang 

dibentuk oleh negara. 

Fungsi kontrol yang dimiliki BPD 2014 berpeluang membuka lebar-lebar 

pintu demokrasi kehidupan masyarakat desa. Dengan fungsi ini, BPD 2014 dapat 

menghapus elitisme di desa yang kian hari kian meresahkan. 

Namun demikian, yang perlu diwaspadai adalah jangan sampai dengan 

fungsi ini, legislatif desa baru tersebut menjalankan kewenangannya secara 
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